WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3%  TAHUN 2008
TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KOTA KORPRI

PALEMBANG

NOMOR 151 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI

[Aenimbang :

IAengingat

REPUBLIK INDONESIA {(KORPRI) PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa guna memenuhi ketentuan BAB Vill KETENTUAN

PENUTUP Pasal 31 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2008 tenfang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Dan
Sekrelariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai
Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya ;

. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, periu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara R! Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telsh diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438),

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Karps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor

A

; F-’_éra!uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerinlahan Anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dasrah Kab/Kota (Lembaran Negara R
Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Paraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor &);




|
fl.lenetapkan

>

8. Keputusan Presiden Repubiik Indonesia MNomor 82 Tahun 1971

tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005

tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor. PER/M3/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh
Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps
Pegawal Republik Indonesia;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps

Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekrelariat Jenderal Dewan Pengurus
MNasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps

Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarial Pengurus Unit Nasional,
Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Dan Sekretariat Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.

14. Keputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI| Palembang

Nomor 151 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Palembang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KOTA
KORPRI PALEMBANG NOMOR 151 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) PALEMBANG.

Pasal 1

Melaksanakan Kepulusan Dewan Pengurus Kota KORPRI
Palembang Nomor 151 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Palembang.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

2. Asisten Administrasi Umum Selda Kota Palembang.

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembanag.

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang.

6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang.

7. Sekretaris Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.

Untuk melaksanakan Keputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI

Palembang Nomor 151 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kernia Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Palembana.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 0 Zeptemier 2008
|
WALIKOTA PALEMBANG,
iiundangkan di Palembeng
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